LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

» Dinas Kesehatan Kota Surabaya
Kondisi Awal :

Bagaimana gambaran stunting di Kota Surabaya ?

Apa saja yang menyebabkan faktor — faktor terjadinya stunting di
Kota Surabaya ?

Bagaimana hubungan kerjasama dengan LSM, Media Massa,
Akademisi, dan Swasta?

Desain Kelembagaan :

Apa aturan yang mendasari terkait penanganan stunting di Kota
Surabaya ?

Siapa sasaran aturan terhadap penanganan stunting di Kota Surabaya
9

Apa saja program yang dibentuk terhadap penanganan stunting di
kota surabaya ?

Siapa saja sasaran program tersebut ?

Kepemimpinan :

Siapa saja stakeholder yang berperan dalam kolaborasi penanganan
stunting di Kota Surabaya ?

Siapa yang bertanggung jawab dalam proses kolaborasi penanganan
stunting di Kota Surabaya ?

Bagaimana cara mengatur proses kolaboratif dengan para stakeholder
tentang penurunan stunting di Kota Surabaya ?

Proses Kolaboratif:

Bagaimana proses kolaboratif yang dilakukan dengan para
stakeholder dalam menurunkan kasus stunting di Kota Surabaya ?
Bagaimana komunikasi yang dilakukan terhadap antar stakeholder
selama proses kolaboratif berlangsung ?

Bagaimana cara membangun kepercayaan terhadap antar stakeholder
dalam proses kolaboratif menurunkan kasus stunting di Kota
Surabaya ?

Bagaimana komitmen yang dibentuk dengan tiap stakeholder dalam
mencapai tujuan kolaborasi penurunan stunting di Kota Surabaya ?
Bagaimana hasil sementara dari proses kolaboratif yang dilakukan
antar stakeholder tentang stunting di Kota Surabaya ?
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= Apakah tujuan dari proses kolaboratif yang dilakukan sudah tercapai
?
Faktor Pendukung dan Penghambat :
= Apa faktor pendukung dan penghambat selama proses kolaboratif
berlangsung ?
» Wahana Visi Indonesia Urban Surabaya

Kondisi Awal
= Apa peran Wahana Visi dalam penanganan stunting di Kota
Surabaya ?
= Bagaimana hubungan kerjasama yang dilakukan dengan
Pemerintah?

Desain Kelembagaan
* Apa saja Program yang dilakukan oleh Organisasi ini terhadap
penanganan stunting Kota Surabaya?
=  Siapa sasaran program tersebut ?
Kepemimpinan
= Siapa yang berperan dalam mengatur dan memimpin penanganan
stunting di organisasi wahana visi ?

Proses Kolaboratif
* Bagaimana komunikasi yang dilakukan terhadap antar stakeholder
selama proses kolaboratif berlangsung ?
= Bagaimana cara membangun kepercayaan terhadap antar stakeholder
dalam proses kolaboratif menurunkan kasus stunting di Kota
Surabaya ?
* Bagaimana komitmen tiap stakeholder dalam mencapai tujuan
kolaborasi penurunan stunting di Kota Surabaya ?
= Bagaimana hasil sementara dari proses kolaboratif yang dilakukan
antar stakeholder tentang stunting di Kota Surabaya ?
=  Apakah tujuan dari proses kolaboratif yang dilakukan sudah tercapai
9
= Bagaimana rencana kedepan untuk kerjasama penanganan stunting di
Kota Surabaya ?
Faktor Pendukung dan Penghambat
= Apa faktor pendukung dan penghambat selama proses kolaboratif
berlangsung ?



Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi
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Lampiran 3. Lembar Revisi Skripsi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI
Nama ‘Allya Tsamarah Yunifar
NIM 11111900167

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

_MM%

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,Revisi dari Dosen Penguji 1,

( / ) ( - )
Bambang Eobanio

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguii waii iskan “ti 1oty
ki penguji wajib menuliskan “tidak ada revisi”, dan menandatangani di sebelah kanan dan
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LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI
Nama :Allya Tsamarah Yunifar
NIM 11111900167

Hari/ Tanggal Ujian ~ : Rabu, 21 Juni 2023

Catatan Perbaikan:
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Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,Revisi dari Dosen Pg

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan “tidak ada revisi”, dan menandatangani di sebelah kanan dan
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PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI
Nama :Allya Tsamarah Yunifar
NIM 1111900167
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Lampiran 4. Surat Pengantar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

» Dinas Kesehatan Kota Surabaya

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm Pubdic, Adm. Bisres; limu Komoniest, Magister Adm Pubbk. Dokdoe llmu Adm.

Gedung F 101. JI. Semoloware 45 Sursbays | 60118 )
Teip 031 SE5EAD, 5031500 pea. 159 &-mal - fisipd@untag-sty ac id

Keparda Yih

Tambasan -

Surabaya, 17 Maret 2023

: 10R2KIFISIPAINZOZ3
: 1 (5atu) Berkas Propesal

: Permohonan ljin Obsarvasi

+ Kepala Dinas Penanaman Modsl dan Pelayanan Tempadu Sahy Pinly Kofa Surshaya
M Turjurgan No.1-3 Ganleng, Kofa Surahaya

Dengan homal
Sehubungan dengan pemenuhan data ssbagai syaral menyelasakan Skrips: pada Program Studl
Adminisirasi Negara, Fakutas lImu Sosal dan Bmu Polik Universitas 17 Agustus 1545 Swabaya

dengan cbsanas dan wawancarna.
Beranaan dengan hal fersebul datas, maka barsama inl kams mahon perkenan Bapalk/lbu untuk

mambarikan ifn dan bantuan kepada mahasswa di bawah ini:

Na. Mama dan NIM Alamat Ho. Tlp
1. | Allya Tsamarah Yunsfar Jalan Tambaksan No. 18, BETI2138524
Surabaya
Guna malakukan pangambilan data di -
“Dinas Kesahatan Kota Surabaya”

Dangan judul Skripsi: “Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022
Tentang Percepatan Penurunan Stunfing di Kota Surabaya’

Demikizn permohonan kami, las parhatian seria karjasamanya disampakan teimatasih.




> Wahana Visi Indonesia Urban Surabaya

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi - ¢ A Public «A Bisns ¢ Imu Komunkasi
* Magister A Publk « Magister limu Ki +Daktor limu Administrasi

Gedung F 101 JI. Semolowsru 45 Sursbeys (60118)
Telp. 031-5891742, 5031800 pow. 159 email : fisip@untag-sby.acid

Surabaya, 04 Mei 2023
Nomor ¢ 13T6/KIFISIPVI2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Perihal : Permohonan ljin Observasi
Kepada Yth. . Kepala Dinas P Modal dan Pelay Tempadu Salu Pintu Kota Surabaya

M. Tunjungan No.1-3 Genleng, Kota Surabaya

Dengan hormat.
Sehubungan dengan p han data sebagai syarat menyelesadkan Skripsi pada Program Studi
Administrasi Negara, Fakultas limu Scsal dan imu Politk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dengan observasi dan wawancara.
Berkenaan dengan hal fersebut diatas, maka bersama ini kamé mohon perkenan Bapak/lbu untuk

berikan ijn dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No. Nama dan NIM Alamat No. Tlp
1. | Allya Tsamarah Yundar Jalan Tambaksari No 19, 85732138524
(1111900167) Surabaya
Guna melakukan pengambilan data:

Wahana Visi Indonesia urban Surabaya

Dengan judul Skripsi: “Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022
Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya”

Demikian parmohonan kams, atas perhatian serta kerjasamanya disampaskan terimakasih.
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Lampiran 5. Surat Rekomendasi izin Penelitian dari Pemerintahan Kota Surabaya

» Dinas Kesehatan Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jalan Tnjungan No. 1-3 (Lt 3) Surabaya (60273)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 17 Maret 2023

Kepada
Nomor £500.16.7.4 / 1156 /S /RPM / Mh.  Kepala Dinas Kesehatan
436.7.15/ 2023
Lamgiran  : - di.
Hal : Rekomendasi zin Peneiitian Subays
BEXOMENDAS| PENELITWAN
Dasar 1 Peraturan Nenteri Dadam Negers Rupubilk ndooesis Nemer ) Tabun 2014 Tentang Percbahan Atis
Peratorin Merer: Dalam Negen Repubiit inforeda Nomer 84 Tabus 2011 Temtang Pedoman
Purmectilan Putsrrerdas Pneitun
2. Pwratzen Merter) Dalas Negen Noamar $ Yahus 2018 Tertung Permrtilen Surat Keterangan PerwiBan
3 Perataren Wakkots Scrabaye No 41 Tabun 2021 Tentang Perisiean Serusaba, Perisnes Non Beruishs
San Pelrpiaran Non Periinas
& Persatupen Tekns Kepals Saden Sesatusn Basgia San Politie Kots Sersbuys Nomot
000.9 219502436 B 62003 Tasgaal 1T Marst 2023
Merrperhathen i Suret dant Dekan, Fakaltes lrmu Sonsal Sen lmu Polth Unverstas 17 Agastin 1945 (UNTAG) Scrateys
Neemor 102CHSPIVI0LS Tangoal 1T Maret 2028 Purial Parrmohosen e Obeervid
apals Devas Pecanastan Moded dan Nlayanes Terpadu Sts Prets Kots Surabups memberkan Rekormesday begeds
4 Nams ALLYA TSAMARAH TUNEAR
& Alerut TAMBAKSAN NO 19
€ Peberjean)stetan MAHASEWA
4 T UMMVERSITAS 1) AGUSTUS 19SS (UNTAG) SURABAYA
o Kewargarmgecasn © o INDONESIA
Unick Sungen :
o fudd (Tema ;oo £ PADA PERWALL NO 70 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN
PERLRUNAN STUNTING OF KOTA SURASAYA
b Tojue : Penestun
. Bidang Pereltien : o AOMIMSTRAM PusLX
& Perangoung eweb : DI BAMEANG KUSHANDRIO, NSI
& Arggota Pearts H
L W 20 Maret 2023 5.4, 31 Mol 2023
5 Lo Deras Kesahatan
Desgan persywatan 1 Dalam mass pandem Codd-19, Mvlak wat protekol
enahutan weisal Peraturan Wakkots Surateya Nomor 6) Tahan 2000,
2 Ustuk kegeten tulap muks yeng web k.
Adsmament bigitan yarg dlujckan tepids Ketes Satges Covad-19 Tnghat Kecamatan Wiliysh
wilarrgal;
3 Ceglater sebagamane dmakaud peda romer 2 (dow) sewsktswekty depat berubeh mengitet
Eetenten peritelahan keguten det
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Lampiran 6. Dokumentasi

» Melakukan Wawancara dengan Staff dan Kepala Bagian
Kesehatan Gizi di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
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» Melakukan wawancara dengan Pihak LSM Wahana Visi Indonesia
Urban Surabaya

© Zoom Mecting .

Charles Frans 2023-05-15 14:10:38
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Lampiran 7. Bukti Turnitin Skripsi

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
J1. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN
Nomor: 266/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP
NPP 120110170735
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Allya Tsamarah Yunifar
NBI : 1111900167

Berdasarkan hasil uji turnintin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.
Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian
skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juni 2023
Kepala Lab. Otoda,

QUM 0Ty, |
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Lampiran 8. Jurnal Artikel Skripsi

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 3 No. 04, Juli (2023) e-ISSN: 2797-0469

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO
79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KOTA SURABAYA
Allya Tsamarah Yunifar
Program Studi Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
allyatsamarah. 04@gmail.com;

Bambang Kusbandrijo
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id;

Anggaeny Puspaningtyas
Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id.

ABSTRAK

Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang sangat lambat,
Sehingga memberikan gizi buruk dan meminimalisir kecerdasan pada anak.
Menurut World Health Organization (WHO) bahwa kasus stunting disebabkan
karena adanya kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai standar pada anak. Stunting
menjadi fokus utama Pemerintah Kota termasuk Kota Surabaya. Berdasarkan pada
Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting yang
mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas
dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan adanya penurunan stunting.
Meskipun pada data prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun, Pemerintah
Kota Surabaya tetap menghimbau kepada masyarakat dan jajaran stakeholder untuk
mengatasi kasus stunting ini. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama dengan
para stakeholder dari sektor swasta, akademisi, LSM, Media Massa dan jajaran
Dinas — Dinas lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis
Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang
Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Untuk menganalisis faktor
penghambat dan pendukung Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali
No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya.
Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah
bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM,
dan Akademisi sudah baik komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, serta
hasil kolaborasi yang dilakukan berdampak baik karena prevalensi stunting selalu
turun dari tahun ke tahun hanya saja yang menjadi penghambat dalam
penanggulangan stunting adalah terkait dengan mobilitas penduduk di Kota
Surabaya yang sangat tinggi.

Kata kunci : Collaborative Governance, Stunting, Perwali
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A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyaknya jumlah
penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya dan kemajuan teknologi yang
berkembang pesat di Indonesia. Namun dengan adanya jumlah penduduk yang terus
meningkat, sektor kesehatan dan pengangguran pun juga meningkat. Salah satunya
adalah penyakit Stunting, Stunting masih banyak terjadi di Indonesia pada tahun
2018 berjumlah 30,8% dan pada tahun 2021 turun menjadi 24,4% berdasarkan dari
hasil survei status gizi Indonesia (Bayu, 2022). Menurut World Health Organization
(WHO) mengatakan bahwa jika prosentase masih lebih dari 20% maka masalah
kesehatan stunting itu masih dianggap kronis. Meskipun dari hasil data tersebut
mengalami penurunan, Pemerintah tidak menganggap itu sebagai hal yang biasa.
Karena stunting bisa terjadi secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang — Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa
kesehatan merupakan hak asasi manusia dan diwujudkan sebagai cita — cita bangsa
Indonesia. Untuk itu Pemerintah berupaya meminimalisir kasus stunting dengan
kerjasama Kementerian atau Lembaga — Lembaga tertentu.

Kasus stunting di Indonesia masih dianggap kronis. Karena dalam prevalensi
diatas masih lebih dari 20%, Namun target Pemerintah untuk tahun 2024 turun
hingga menjadi 14,0. Sehingga Pemerintah menghimbau kepada seluruh
masyarakat dan kader untuk mengutamakan masalah kesehatan ini. Permasalahan
yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan secara transparan, Karena untuk
meminimalisir suatu masalah dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah
dengan partisipasi masyarakat. Meskipun pada data prevalensi stunting di Survei
Status Gizi Indonesia (SSGI) mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Masih
terdapat beberapa provinsi yang menjadi prevalensi angka stunting tinggi yaitu
salah satunya adalah provinsi Jawa Timur, Pada Provinsi Jawa Timur terdata bahwa
memiliki balita sangat pendek sebanyak 47, 511 dari hasil data Ditjen Bina
Pembangunan Daerah (KEMENDAG RI, 2022). Karena Jawa Timur sebagai
kontributor utama dalam menurunkan kasus stunting secara nasional, Jika semua
bertekad dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan
Indonesia. Maka, Dengan adanya kondisi ini, Kasus stunting menjadi fokus utama
bagi seluruh pihak Pemerintah Kota atau Kabupaten dalam provinsi Jawa Timur
(Kompas.com,2022).
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10 Kabupaten/Kota dengan Prevalensi Balita Stunting Terbesar di Jaws Timur (2021)

Kab. Bangkalan

Kab, Pamekasan

Kab. Bondowoso

Kab, Lumajarg

5

Kab. Sumeneo

Kota Suranara

Kab, Moiokerto

[

Kab. msiang

Kota Malang

Kab. Nganjak

]

5 10 15 20 2 0 35 0

Gambar 1.1 Grafik Stunting di 10 Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2021
Sumber : Katadata.com

Berikut data diatas menunjukan bahwa 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
masih memiliki prosentase yang dianggap kronis dalam mengatasi stunting, Kota
yang menduduki peringkat pertama adalah Kabupaten Bangkalan dengan 38,9%, di
urutan kedua Kabupaten Pamekasan dengan 38,7%. Seperti yang kita lihat 2
Kabupaten ini sangat dekat jaraknya namun pemerintah di daerah tersebut tidak
memaksimalkan adanya penurunan stunting ini dengan baik dan diimbangi dengan
jumlah penduduk yang sangat padat. Urutan ketiga diduduki oleh Kabupaten
Bondowoso dengan 37%, dan selanjutnya urutan keempat ditempati oleh
Kabupaten Lumajang dengan 30,1%. Keempat kabupaten ini masih dianggap
sebagai zona merah yang berarti sangat kronis , Pemerintah Pusat memberikan
himbavan dan membantu agar stunting di keempat Kota/Kabupaten masing —
masing menurun. Namun pada urutan kelima hingga kesepuluh bukan berarti tidak
kronis, melainkan menjadi zona oranye dan masih dianggap kronis karena
prosentasenya menunjukan lebih dari 20% (Kusnandar, 2021). Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah untuk tidak membiarkan hal ini sebagai hal yang biasa karena
kasus stunting bisa terjadi karena program — program yang diberikan pemerintah
tidak berjalan dengan lancar dan masyarakat acuh tak acuh dengan adanya kasus
stunting yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Collaborative Governance dapat diartikan sebagai suatu kerjasama antara
pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan adanya proses tertentu untuk
memberikan suatu kebijakan dan aturan hukum yang berlaku agar bisa digunakan
sebagai tonggak dalam negara Indonesia (Arasti, 2021). Untuk itu, Pemerintah
harus memperhatikan permasalahan — permasalahan yang terjadi di Indonesia dan
memberikan solusi untuk memberantas semua permasalahan dalam meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dari tujuan yang dibentuk. Teori Collaborative Governance
bisa melibatkan semua pelaku kepentingan antar aktor, antar organisasi atau antar
institusi untuk menekan kasus permasalahan yang ada di Indonesia (Tilano &
Suwitri, 2019). Namun, kerjasama yang dilakukan harus bersifat transparan, adil,
bertanggung jawab dan efektif serta memperhatikan sosial ekonomi yang
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didasarkan pada konsensus masyarakat, dan memperhatikan yang lemah pada
pengambilan keputusan. Permasalahan stunting di Indonesia harus melibatkan teori
Collaborative Governance. Peran kolaborasi antar pemerintah, Sektor Swasta dan
pemerintah sangat dibutuhkan dalam menekan kasus stunting di Indonesia (Basyar
& Puspaningtyas, 2022).

Kerjasama yang dilakukan membuahkan hasil yaitu memberikan ide dan
solusi dalam menekan kasus stunting di Indonesia, Salah satunya di Kota Surabaya.
Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang
penurunan stunting yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan
adanya penurunan stunting (Jdih, 2022) Dalam peraturan tersebut bisa diartikan
bahwa kesehatan stunting atau gizi buruk pada anak sangat berdampak pada
pembangunan di Kota Surabaya dan negara Indonesia.

)

PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING KOTA SURABAYA

T )
= il el o 0

Feb 23

850 aits

O
Uﬂ—an\n“\

Gambar 1.2 Data Stunting Tahun 2020 — 2022 di Kota Surabaya
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Kasus stunting di Surabaya terbilang menurun setiap tahunnya, Pada tahun
2020 terdapat 12,788 kasus dan turun pada tahun 2021 yaitu 6,722 kasus, lalu pada
tahun 2022 turun menjadi 923 kasus lalu pada Februari tahun 2023 menurun
menjadi 850 balita stunting, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan bahwa tahun
ini bisa mengatasi stunting hingga 0 kasus (Salman, 2022). Meskipun kasus stunting
di Kota Surabaya menurun Pemerintah Kota Surabaya tidak menganggap hal ini
sebagai hal biasa. Pemerintah Kota Surabaya menghimbau kepada masyarakat dan
jajaran stakeholder untuk mengatasi kasus stunting ini. Kerjasama yang dilakukan
oleh Pemerintah beserta organisasi non Pemerintah berupa anggaran dan kegiatan
sosialisasi dalam menekan kasus stunting di Kota Surabaya. Pada kegiatan
sosialisasi ini dilakukan ke beberapa Kelurahan dan bekerja sama dengan sektor
swasta.

Pemerintah Kota Surabaya cukup sukses dalam menurunkan kasus stunting,
Karena jajaran instansi yang ikut serta membantu dalam memberikan solusi atas
penekanan masalah stunting di Kota Surabaya Maka dari itu, Kota Surabaya cukup
efektif dalam memberikan program — program yang berjalan sesuai dengan tujuan
yang akan dicapai. Salah satunya pada program “Jago Ceting”, Program Jago Cegah
Stunting bertujuan untuk menekan kasus stunting di Kota Surabaya dengan cara
memberikan sosialisasi ke Kelurahan dan Kecamatan untuk solusi serta membantu
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memberikan penanganan yang dibutuhkan dalam Kelurahan atau Kecamatan
tersebut (DP3APPKB Surabaya, 2021).

B. TINJAUAN PUSTAKA
Collaborative Governance

Teori Collaborative Governance merupakan salah satu  konsep
penyelenggaraan pemerintahan yakni penyelenggaraan pemerintahan yang
kolaboratif. Salah satu strategi yang dilakukan sebagai model rencana pemerintah
yang dilakukan secara bersama untuk suatu negara dalam memberikan solusi atas
permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, Indonesia menggunakan strategi tersebut
dengan dasar untuk memaksimalkan kinerja dari berbagai pihak yaitu Pemerintah,
Masyarakat, dan para stakeholder yang ikut serta dalam membangun negara
Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Ansell dan Gash (2008), Salah satu konsep
yang diselenggarakan oleh aparatur Pemerintah dengan melibatkan para
stakeholder non — state secara langsung terkait proses pembuatan kebijakan yang
formal dengan cara konsensus dan deliberative dalam menyelesaikan permasalahan
yang terjadi pada suatu negara tersebut serta mengimplementasikan kebijakan
dengan tujuan yang dimaksud. Teori collaborative governance menurut Ansell dan
Gash merupakan proses keputusan dalam suatu pembuatan kebijakan yang
dilakukan oleh Pemerintah, dan beberapa lembaga publik serta organisasi non
pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. secara bersama — sama untuk
mencapai tujuan.

Participatory Inclusiveness,
Institutional Design / [Forum Exclusiveness, Clear
Starting Conditions| !
Collaborative Process
Power-Resource-
Knowledge Trust-Bullding —— Commitment to Process
Asymmetrics ~Mutual recognition of
interdependence
-Shared Ownership of
Face-to-Face Dialogue  process
Incentives forand -Good Faith Negotiation _(penncss to Exploein
Constraints on Shemess o Lxplocing 1 Outeomes
Participation
Intermediate Outcomes «— Shared
“Small Wins” ~Clear Mission
Prehistory of -Strategic Plans ~Common Problem
Cooperation or ~Joint Fact-Findings Definition
Conflict (initial trust -Identification of
level) Common Values
—— Influences Facilitative Leadership
(including cmpowerment)

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash
Sumber : Ansell dan Gash (2008)

1. Kondisi Awal
Kondisi awal yang dimaksud adalah para stakeholder melakukan kepentingan
dan visi misi yang dicapai, agar kerjasama terjalin baik dan sesuai dengan
proses kerja pada tujuan yang hendak dicapai dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut.

2. Desain Kelembagaan
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Pemimpin mengumpulkan para stakeholder untuk terlibat dalam negosiasi
terkait permasalahan tersebut, Collaborative Governance disini berkaitan
dengan konsensus yang berorientasi meskipun tidak pasti tercapai. Namun
semua kolaborasi tidak semua membutuhkan konsensus. Desain kelembagaan
pada kolaborasi menekankan pada aturan serta tata cara dalam proses
prosedural yang bertujuan agar transparan dan membangun kerjasama yang
baik antar para pemangku kepentingan dan pemimpin.

3. Kepemimpinan
Kepemimpinan dibutuhkan dalam suatu proses kolaborasi untuk mengatur
jalannya negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Permasalahan memang seiring terjadi karena sikap kepemimpinan yang tidak
sesuai, Namun bisa diperbaiki dengan cara musyawarah dan membangun
kepercayaan, penetapan aturan dasar — dasar yang jelas dan pembagian
keuntungan bersama.

4. Proses Kolaboratif
Pada variabel ini merupakan sangat penting dalam model Collaborative
Government. Proses yang dilakukan adalah memberikan rasa saling percaya dan
membangun komitmen dalam melakukan perencanaan yang dilakukan dengan
kolaborasi dan melibatkan antar pihak lainnya. Sehingga kolaborasi yang
dibangun memberikan visi dan misi yang jelas serta kesamaan dan pemahaman
yang terarah dalam menjalankan proses rencana kolaborasi tersebut.

Pada model yang diberikan oleh Ansell dan Gash pada teori Collaborative
Government memberikan efektivitas pada suatu kolaborasi yang dilakukan oleh
Pemerintah, Stakeholder, Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
dengan cara membangun kerjasama, dan saling percaya serta membangun visi dan
misi yang jelas. Oleh karena itu, Permasalahan di Indonesia bisa diselesaikan secara
kerjasama antar pihak pemangku kepentingan. Salah satunya permasalahan
Stunting, Stunting bisa diselesaikan dengan cara kerjasama antar Pemerintah,
Partisipasi masyarakat dan Para Stakeholder serta bisa menggunakan konsep dari
teori Collaborative Governmnet menurut Ansell dan Gash.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif untuk mengetahui perspektif dari berbagai pihak terkait
kondisi stunting di Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah kolaborasi dengan
indikator Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash yaitu :
1. Kondisi Awal
2. Desain Kelembagaan
3. Kepemimpinan
4. Proses Kolaboratif

Alasan Peneliti memilih 4 indikator Collaborative Governance menurut
Ansell dan Gash adalah karena untuk mengetahui bentuk kerjasama yang
dilakukan antar Pemerintah dengan 4 aktor lainnya. Selain itu, Penulis juga
berfokus pada faktor penghambat dan pendukung terhadap proses kolaboratif yang
dilakukan oleh para informan yang berkaitan dengan penanganan stunting di Kota
Surabaya.
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Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Wahana Visi
Indonesia Urban Surabaya. Alasan tempat tersebut menjadi tempat penelitian
adalah untuk mengetahui data prevalensi penurunan stunting di Kota Surabaya
serta bentuk kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kesehatan
stunting. Sumber data yang diambil adalah primer dan sekunder yaitu wawancara,
observasi, dokumentasi. Penulis melakukan dokumentasi terhadap data yang
dibutuhkan serta kepada objek yang terkait dengan masalah stunting di Kota
Surabaya, Dengan mencari data grafik stunting serta peran kerjasama yang
dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam menurunkan kasus
stunting di dalam publikasi jurnal dan artikel. Penulis juga mendapatkan data
melalui penelitian terdahulu dan karya ilmiah yang sangat relevan. Selain itu, juga
mendapatkan informasi lewat artikel, media massa.

D. PEMBAHASAN
Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022
Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya

Penanganan stunting menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota Surabaya.
Karena hal tersebut Pemerintah Kota membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor
organisasi Pemerintahan atau Non Organisasi Pemerintahan terkait penanganan
stunting di Kota Surabaya. Kolaborasi pada penanganan stunting yang dilakukan
adalah Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi. Kelima aktor ini
melakukan kerjasama terkait dengan indikator teori Collaborative Governance dari
Ansell dan Gash Berikut penjelasan Kolaborasi penanganan stunting terkait
indikatornya :
Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan awal proses terjadinya fenomena atau pengaruh
adanya proses kolaborasi yang menyebabkan para stakeholder mempunyai target
yang akan dicapai bersama — sama. Pengaruh adanya stunting di Kota Surabaya ini
adalah faktor dari kemiskinan yang meningkat, serta kondisi awal prevalensi
stunting sudah menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Menurut Ansell dan
Gash (2008), Kondisi awal merupakan keterkaitan hubungan antar stakeholder dan
organisasi di luar Pemerintah dengan latar belakang yang berbeda untuk menjalin
kerjasama yang baik dalam hubungan yang dijalankan. Hubungan kolaborasi yang
dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing — masing dari
Stakeholder. Beberapa kegiatan Pemerintah dilakukan oleh bersama — sama dengan
pihak Swasta, Media Massa, LSM, dan akademisi, kelima pihak ini sangat
berhubungan sehingga dapat menjalankan proses kolaborasi penanganan stunting
dengan benar. Tetapi beberapa kegiatan yang dilakukan tidak selalu kelima pihak
ini terlibat, terkadang hanya 3 pihak saja yaitu Swasta, Akademisi, dan Mitra
Pemerintahan yaitu Kelurahan atau Kecamatan.

Salah satu kegiatan nya adalah wilayah binaan dari kegiatan tersebut pihak
LSM dan akademisi serta mitra Pemerintahan yaitu Kelurahan berkolaborasi untuk
melakukan kegiatan atau event namun tidak lupa untuk meminta izin kepada pihak
Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. Oleh
karena itu beberapa kegiatan dalam penanganan stunting memang tidak semua
dilakukan bersama tetapi penanganan stunting di Kota Surabaya tetap terkoordinir
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oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar dapat terarah dan jelas tujuan yang
mereka lakukan terhadap kegiatan — kegiatan tersebut. Oleh karena itu Penelitian
terkait kondisi awal yang dilakukan oleh Peneliti sangat berhubungan dengan teori
dari Ansell dan Gash yaitu untuk mengetahui bentuk kolaborasi yang dilakukan
beberapa pihak harus jelas dalam latar belakang beserta peran yang dilakukan serta
harus tranparan dalam melakukan kolaborasi penanganan stunting di Kota
Surabaya.
Desain Kelembagaan

Menurut Ansell dan Gash (2007) bahwa Desain Kelembagaan adalah aturan
secara khusus tentang kolaborasi yang dilakukan secara transparan, musyawarah,
serta adil dalam pelaksanaannya. Aturan kebijakan terkait penanganan stunting ini
adalah SK Walikota Surabaya nomor 188.45/95/436.1.2/2022 tentang Tim
Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Perwali No 79 Tahun 2021
pada kedua aturan ini sudah baik dalam pelaksanaannya karena dari penerapan
kedua aturan ini berbeda setiap sasarannya. Pada SK Walikota sasaran utamanya
adalah untuk tim pelaksana dalam penanganan stunting atau stakeholder yang
terlibat dari organisasi Pemerintahan maupun Pemerintahan, jika beberapa
stakeholder melakukan kesalahan yang tidak memenuhi target dalam SK tersebut
maka diberikan teguran agar bisa diperbaiki kembali dalam cara kerja nya. Selain
itu untuk Perwali ini sasaran utama nya adalah Ibu-Ibu hamil, Ibu menyusui dan
anak sampai dengan 6 bulan, Ibu menyusui dan anak usia 7 — 23 bulan dan
seterusnya.

Dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik, terkait kebijakan yang
dibuat juga terbaru dan sudah melakukan revisi selama 2 kali terkait SK Walikota
ini, dari revisi tersebut juga dilakukan dengan transparan sehingga diketahui oleh
semua pihak yang terkait dengan TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting ) di
Kota Surabaya. Terkait dengan kerjasama yang dilakukan juga sudah melakukan
kesepakatan antar pihak yang terkait agar tidak memunculkan sebuah konfilk dalam
kolaborasi ini. Serta dalam melakukan negosiasi terkait kegiatan dalam penanganan
stunting ini juga dilakukan secara transparan dalam partisipasinya terhadap
penanganan stunting sesuai dengan aturan yang diterapkan.

Kepemimpinan

Menurut Ansell dan Gash Kepemimpinan adalah faktor yang berpengaruh
terkait keberhasilan dalam sebuah kolaborasi. Untuk itu, pemimpin disini harus bisa
mengatur jalannya proses kolaborasi yang dilakukan serta sanggup memfasilitasi
para pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan satu sama lain agar tidak
menimbulkan konflik dalam kolaborasi tersebut. Dalam kaitannya dengan
kolaborasi penanganan stunting ini adalah tercantum pada SK Walikota yang
memberikan pernyataan bahwa ketua secara stuktural yang mengatur TPPS (Tim
Penanganan Percepatan Stunting ) adalah Sekertaris Daerah Pemerintah dalam
proses kolaborasi ini berperan sebagai mengatur jalannya proses kolaborasi serta
memfasilitasi terkait data — data yang dibutuhkan oleh stakeholder lainnya dalam
melakukan kegiatan penanganan stunting. Tetapi meskipun dalam TPPS sudah
terstuktur bahwa ketua nya adalah Sekretaris Daerah, Mereka punya tanggung
jawab masing — masing dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang
dibuat dalam SK Walikota tersebut. Pemerintah juga sudah melakukan tugasnya
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dengan baik dalam mengatur proses kolaborasi ini serta bertanggung jawab penuh
terhadap proses kolaborasi ini dan sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan
oleh pihak Media Massa, Swasta, dan LSM.

Proses Kolaboratif

Menurut Ansell dan Gash (2007) Proses kolaboratif adalah memberikan rasa
saling percaya dan membangun komitmen dalam melakukan perencanaan yang
dilakukan dengan kolaborasi dan melibatkan antar pihak lainnya. Sehingga
kolaborasi yang dibangun memberikan visi dan misi yang jelas serta kesamaan dan
pemahaman yang terarah dalam menjalankan proses rencana kolaborasi tersebut.
Ansell dan Gash memberikan beberapa indikator terkait pelaksanaan proses
kolaborasi agar berjalan dengan baik dan terarah beberapai indikator ini adalah
membutuhkan adanya dialog tatap muka, Membangun kepercayaan satu sama lain,
memberikan pemahaman bersama serta hasil dari proses kolaborasi tersebut atau
Outcome menengah. Terkait dengan penanganan stunting di Kota Surabaya ini dari
komunikasi melakukan dengan cara tatap muka dengan melakukan rapat seminggu
sekali atau dua kali dengan para stakeholder dalam penanganan stunting, dalam
peningkatan kepercayaan ini mereka memberikan kesatuan visi dan misi bagaimana
cara membangun pemahaman serta meingkatkan rasa kepercayaan satu sama lain
terkait proses kolaborasi yang dilakukan. Hasil sementara dari proses kolaborasi
yang dilakukan adalah berhasil karena prevalensi stunting sudah berhasil menurun
setiap tahunnya dapat dilihat dari data prevalensi stunting di Kota Surabaya. Tetapi
meskipun hasil sementara sudah bagus tidak menutup kemungkinan bahwa
prevalensi stunting kembali naik. Untuk itu dibutuhkan adanya pengawasan atau
monitoring terkait kegiatan — kegiatan penanganan stunting di Kota Surabaya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Proses kolaborasi pada penanganan stunting di Kota Surabaya juga memiliki
faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya terutama dari faktor
pendukung yang membuat prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun adalah
berupa bantuan serta support dari mitra Pemerintahan seperti Kelurahan, organisasi
PKK dan jajaran dinas lainnya tidak hanya itu juga turut membantu organisasi non
pemerintahan dari media massa, swasta, akademisi, dan LSM. Karena dari bantuan
dan saling percaya satu sama lain terhadap para Stakeholder dapat memberikan
dukungan bagi proses kolaborasi pada penanganan stunting.

Pada faktor penghambat adalah mengarah pada masyarakat dari Kota
Surabaya yang memberikan tantangan kepada Pihak Dinas Kesehatan serta jajaran
mitra Pemerintah lainnya terkait dengan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
Karena dari mobilitas yang tinggi ini susah untuk melakukan survei ke Rumah-
Rumah warga yang menjadi penderita stunting. Oleh karena itu, Peneliti
memberikan solusi cara mengatasinya dengan memberikan adanya program
transmigrasi serta program Keluarga Berencana untuk pertumbuhan Penduduk di
Kota Surabaya. Karena dengan adanya program — program ini masyarakat bisa
terarah dan terjamin bahwa mereka penduduk Kota Surabaya dan merupakan
penderita stunting, sehingga pihak Kelurahan atau kecamatan atau Mitra
Pemerintah lainnya bisa melakukan survei dengan mudah terhadap bantuan
keluarga penderita stunting tersebut.
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E. PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, Collaborative Governance pada penerapan
Perwali No 79 Tentang Penanganan stunting di Kota Surabaya berjalan dengan baik
terkait dengan proses kolaborasi terhadap Pemerintah, Media Massa, Swasta, LSM
dan Akademisi melalui indikator — indikator teori Collaborative Governance dari
Ansell dan Gash yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, Kepemimpinan, dan
proses kolaboratif sudah berjalan dengan baik serta proses kolaborasi yang
dilakukan memberikan hasil bahwa data prevalensi stunting menurun setiap
tahunnya. Serta dengan komunikasi, membangun rasa saling kepercayaan, dan
membuat komitmen dalam proses kolaborasi ini lah yang membuat tujuan dan
target nya berhasil dicapai.
Saran

Collaborative Governance pada penerapan Perwali No 79 Tentang
Penanganan Stunting di Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan rencana
kedepan untuk penanganan stunting tahun kedepan dengan proses kolaborasi yang
dilakukan Pemerintah, Swasta, Akademisi, Media Massa, dan LSM. Selain itu,
lebih memperbanyak program — program kegiatan yang dibentuk bersama para 5
aktor tersebut agar bisa mempublikasikan kepada masyarakat serta bisa menjadi
contoh bagi Kota lainnya untuk memotivasi terkait program — program tersebut.
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